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A. Kesimpualan

Setelah penulis meneliti terhadap bagi hasil sistem bawon di Desa

Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dapat di ambil

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Sistem bawon ini merupakan sistem bagi hasil dari buruh tani sebagai
pekerja dengan pemilik sawah atau tanah yang sudah dikelola pekerja.
Bagi hasil tersebut apabila sudah panen maka berupa padi dengan
perbandingan lima banding satu (5 : 1) maksut dari perbandingan bagi
hasil ini yakni apabila pekerja atau buruh tani dalam mengelola sawah
pemiliknya bisa menghasilkan panen 5 kwintal maka pekerja atau buruh
tani akan mendapatkan 1 kwintal berupa padi (gabah), sedangkan jika
bagi hasil bawon antara 3 pihak yakni pihak pertama pemilik sawah,
pihak kedua pengelola (penggarap dan pembiaya sawah) dari awal serta
yang biayai pertanian dan pihak yang ketiga yakni buruh panen, sehingga
bagi hasil antara pihak kedua dan pihak ketiga 5 : 1, tapi bagi hasil pihak
pertama dan pihak kedua )2 : %. Dalam sistem bagi hasil buruh tani
tersebut merupakan sebuah tradisi masyarakat desa setempat yang sudah
menjadi acuan dalam pengupahan ketika masa tanam padi.

Berdasarkan tata pelaksanaan bagi hasil bawon, apabila dilihat dari
pendapat para ulama’ diatas maka praktek bagi hasil tersebut antara

pihak I sebagai pemilik tanah dengan Pihak II sebagai penggarap
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(pengelola dan pembiaya) maka termasuk dalam bentuk akad
mukhabarah. Dan bagi hasil sistem bawon dalam analisis hukum islam
diperbolehkan berdasarkan hadist Muhammad bin ismail al-bukhari, shahih
al-bukhari, juz 6 al-kalim No. 2171 (Beirut: dar ibnu katsir, tt), 668. Sedangkan
antara pihak II sebagai pengelola (penggarap dan pembiaya sawah)
dengan pihak III sebagai buruh panen saja termasuk dalam akad wjrah.

. Perjanjian bagi hasil diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 1960
tentang perjanjian bagi hasil. Undang-undang ini dikeluarkan dengan
maksud agar pembagian hasil antara pemilik dan penggarap dilakukan
atas dasar yang adil dan terjamin kedudukan hukum yang layak bagi
penggarap. Dan tinjauan hukum positif yang terdapat dalam undang-
undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yakni mengenai
konsep bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap yang bekerjasama,
tujuan bagi hasil yakni saling tolong menolong antara kedua belah pihak
dan mendapatkan keuntungan (hasil) dari kesepakatan tersebut serta hasil
yang diperoleh berupa seperempat dari hasil panen. Sedangkan dalam
undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil pasal 3
dijelaskan bahwa rukun bagi hasil harus ada kesepakatan antara kedua
belah pihak dan saksi masing-masing pihak serta harus tertulis dan
ditandatangani didepan Kepala Desa setempat atau daerah yang setingkat
dalam tanah yang bersangkutan. Dari penjelasan tersebut ditinjau dari
hukum positif bagi hasil sistem bawon ada beberapa hal yang belum

sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 yakni kesepakatan
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antara pemilik sawah dan penggarap karena kesepakatan tersebut hanya
berupa ijab qabul tapi tidak secara tertulis yang ditandatangani oleh
kepala desa dan tidak ada saksi.
B. Saran
Dari hasil data yang peneliti peroleh dalam pelaksanaan terhadap bagi
hasil sistem bawon di Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten

Sidoarjo, berikut ini adalah saran yang dapat diberikan untuk pemilik sawah,

buruh tani dan pembaca:

1. Kepada pemilik sawah dan petani, kedua belah pihak agar lebih
memahami akad mukhabarah dan ujrah yang sudah menurut hukum
islam dan untuk kepastian hukum haruslah akad-akad tersebut dilakukan
secara tertulis sebagaimana dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960.

2. Kepada mahasiswa, peneliti, dan sebagainya, semoga hasil penelitian ini
bisa dijadikan rujukan awal, kemudian dikebangkan untuk penelitian
yang selanjutnya yang lebih baik dan benar-benar menjadi hasil karya
ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya dan bisa
berguna untuk pengembangan ilmu hokum bisnis Islam dan hukum

positif yang ada.



